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ABSTRAK 

 

SRI YUNI HARTIKA 15042048/2015 : Efektivitas Program Sistem Layanan 

Rujukan Terpadu (SLRT) melalui Pelayanan Mobil Keliling oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Pasaman 
 

Efektivitas Program SLRT melalui Pelayanan Mobil Keliling ini memiliki 

beberapa keterbatasan dan permasalahan diantaranya sarana dan prasarana yang 

kurang memadai, sosialisasi penyelenggaraan program SLRT Keliling yang masih 

belum maksimal serta jadwal kunjungan pelayanan program SLRT Keliling yang 

tidak teratur dan juga adanya pemberhentian dukungan dana operasional dari 

Kementerian Sosial untuk operasional kelembagaan SLRT di kabupaten/kota 

mulai pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk 

mendeskripsikan efektivitas program SLRT melalui pelayanan mobil keliling oleh 

Dinas Sosial Kabupaten Pasaman; 2) untuk mendeskripsikan kendala-kendala 

dalam Efektivitas Program SLRT melalui pelayanan mobil keliling oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Pasaman. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif. Informan ditentukan dengan teknik purposive 

sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data 

sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan 

teknik analisis data dilakukan dengan cara inventarisasi data, klarifikasi atau 

analisis data, pembahasan dan penyimpulan hasil klasifikasi atau analisis data, dan 

tahap pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program sistem 

layanan rujukan terpadu (SLRT) melalui pelayanan mobil keliling oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Pasaman  belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan kajian 

efektivitas program SLRT melalui Pelayanan Mobil Keliling oleh Dinas Sosial 

Kabupaten Pasaman yang belum tersosialisasikan dengan baik kepada 

masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai dan juga 

pengawasan program yang belum optimal. Selanjutnya, juga terdapat kendala 

dalam mengefektifkan program SLRT Keliling tersebut yakni kendala internal 

berupa keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya anggaran dan kendala 

eksternal berupa komunikasi dan kelompok sasaran. 

 

Kata Kunci: Efektivitas Program, Pelayanan, SLRT Keliling 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi 

penting dari Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas  pemerintahannya. 

Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam 

kehidupan bernegara, Pemerintah mempunyai fungsi memberikan berbagai 

pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat terutama untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang aspek kehidupan termasuk bidang 

kesejahteraan sosial. Berdasarkan (Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang 

Kesejahteraan Sosial, n.d.) pada pasal 4 menyebutkan bahwa, negara bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada undang-undang ini juga 

mengatakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh 

pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat selain harus terarah dan 

berkelanjutan, juga harus terpadu. 

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial khususnya bagi penduduk 

miskin dan rentan menjadi salah satu agenda utama Pemerintah dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diamanatkan dalam (Perpres no.2 tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019, n.d.). Untuk menjalankan agenda tersebut, memerlukan keterlibatan 

berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, Dunia usaha (sektor swasta), dan juga masyarakat.  Dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Sistem Layanan 
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dan Rujukan Terpadu (selanjutnya digunakan istilah SLRT) telah ditetapkan 

sebagai salah satu sasaran di Bidang Pemerataan dan Penanggulangan 

Kemiskinan. Pelaksanaan SLRT ini diharapkan dapat membantu pencapaian 

tujuan pembangunan berkelanjutan. Mengacu pada RPJMN, SLRT menjadi 

bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 yang dalam pelaksanaannya 

menjadi tanggungjawab Kementerian Sosial. 

Peraturan Menteri Sosial RI (Permensos No.15 tahun 2018 tentang Sistem 

Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak 

Mampu, n.d.) menyebutkan bahwa SLRT adalah sistem layanan yang 

mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu 

serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan 

orang tidak mampu baik di pusat maupun daerah. Sistem Layanan Rujukan 

Terpadu (SLRT) telah hadir secara resmi di Indonesia sejak tahun 2016, dimana 

sejak akhir 2016 hingga saat ini lebih dari 800.000 keluhan warga indonesia 

diterima oleh SLRT, jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan SLRT 

semakin meningkat,yakni sebanyak 50 kabupaten/kota pada 2016, 78 

kabupaten/kota pada 2017, dan 138 kabupaten/kota pada 2018 (AntaraNews, 

2018).  

Pasaman sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang ikut 

menjadi partisipan dari program besutan Kementerian Sosial tersebut, dimana 

sebagai daerah yang memiliki luas lebih kurang 3.947,63 KM
2  

dengan jumlah 

Penduduk Kabupaten Pasaman menurut proyeksi Penduduk Tahun 2018 

berjumlah 317.591 jiwa dengan jumlah KK miskin sebanyak 34.281 
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(sumber:Dinas Sosial Kab.Pasaman). Tentunya dengan  keberadaan SLRT 

merupakan solusi dari persoalan data base angka kemiskinan yang sampai saat ini 

belum valid. Dengan program SLRT ini diharapkan menjadi ujung tombak untuk 

memperbaiki data base angka kemiskinan yang semakin baik. Sebagaimana yang 

tertuang dalam (Peraturan Bupati No.45 tahun 2018 tentang Sistem Layanan 

rujukan terpadu (SLRT) Saiyo, n.d.) pada Pasal 2 yakni SLRT dibentuk dengan 

tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi sistem perlindungan sosial 

dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. 

Sehingga dari data yang diperoleh melalui SLRT tersebut dapat mengambil 

kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar kemiskinan bisa dikurangi. 

Program ini merupakan jembatan bagi warga miskin untuk mendapatkan bantuan 

yang nantinya dimasukkan kedalam BDT (Basis Data Terpadu) keluarga 

penerima manfaat.  

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, Efektivitas Program SLRT 

melalui Pelayanan Mobil Keliling ini memiliki beberapa keterbatasan dan 

permasalahan diantaranya sarana dan prasarana, sebagaimana yang kita ketahui 

bahwa salah satu alat ukur untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program 

dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana, dimana pada program SLRT 

keliling ini sarana dan prasarananya kurang memadai seperti, Setiap fasilitator 

SLRT yang akan terjun langsung kelapangan semestinya mendapatkan sebuah 

Tablet berbasis Android yang nantinya akan digunakan untuk menginputkan data 

yang diperoleh dari rumah tangga/keluarga penerima manfaat dan setelah semua 

data terinput oleh para fasilitator di lapangan, SLRT Keliling akan mengunjungi 
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daerah tersebut dan memberikan pelayanannya. Namun, pada Dinas Sosial 

Kabupaten Pasaman para fasilitatornya belum mendapatkan Tablet  berbasis 

Android dan jika ingin menginputkan data mereka harus berusaha sendiri dengan 

cara meminjam atau memakai tablet atau laptop sendiri.  

Mobil pelayanan keliling yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Pasaman bukan jenis mobil untuk pelayanan, dan masih berjumlah satu unit saja. 

Tentunya hal tersebut cukup berbeda dari pelayanan keliling lainnya seperti E-

KTP keliling di Pasaman yang sudah menggunakan Mobil Khusus Pelayanan. 

Meskipun SLRT keliling ini merupakan sebuah inovasi Dinas Sosial Kabupaten 

Pasaman yang menjadikan mobil dinasnya untuk pelayanan, harusnya lebih 

diperhatikan lagi penggunaan jenis armadanya karena daerah-daerah yang akan 

dikunjungi cukup jauh dan terpencil dan memiliki medan yang cukup sulit dilalui 

kendaraan biasa. Pelayanan melalui Mobil Keliling SLRT ini sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Bupati Pasaman akan menjangkau hingga kepelosok-pelosok 

daerah demi terwujudnya masyarakat Pasaman yang sejahtera, lahir dan bhatin. 

(Khadijah, 2018). Namun, seperti yang disampaikan oleh Desrizal pada Rapat 

Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) bahwa akan 

adanya pemberhentian dukungan dana operasional  dari Kementerian Sosial untuk 

operasional kelembagaan SLRT di kabupaten/kota hanya sampai pada tahun 2019, 

sehingga untuk keberlanjutan Program SLRT akan dibebankan pada APBD 

masing-masing daerah (Sumarno, 2018). Tentunya hal tersebut berpengaruh pada 

kelancaran dari pelayanan SLRT Keliling pada khususnya, dimana salah satu 
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sumberdana atau pembiayaan dari SLRT adalah dari APBN melalui Petunjuk 

Teknis SLRT Kemensos RI.  

Keberadaan dari mobil keliling SLRT ini sangat membantu masyarakat miskin 

dan rentan untuk mendapatkan akses bantuan program pengentasan kemiskinan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Namun, jadwal 

kunjungan dari SLRT keliling ini tidak teratur dan tidak merata sehingga, ketika 

masyarakat ingin melakukan pengaduan atau meminta rujukan harus menunggu 

tanpa jadwal yang jelas. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang warga 

nagari Panti Selatan kecamatan Panti, Ibuk Mariati pada hari senin 15 April 2019 

mengungkapkan bahwa : 

“keberadaan Mobil SLRT keliling ini sangat memudahkan kami 

melakukan pengaduan keluhan terkait dengan permasalahan sosial, 

karena dengan adanya program ini kami masyarakat miskin dan rentan 

tidak perlu lagi ke sekretariat SLRT di ibukota kabupaten, dan hal 

tersebut tentunya meringankan beban kami masyarakat miskin dan 

rentan dari segi biaya dan waktu tapi sayangnya untuk jadwal 

kunjungan SLRT keliling sendiri kami tidak mengetahui dengan pasti 

kapan dan dimana saja dia memberikan pelayanan ”.    

Sosialisasi penyelenggaraan program SLRT keliling dari Dinas Sosial 

Kabupaten Pasaman sendiri bersifat surat edaran yang diedarkan ke kecamatan 

atau nagari saja dan jadwal kunjungannya yang belum terjadwal dan merata, 

sehingga tidak banyak masyarakat yang tahu akan kehadiran Mobil Keliling 

SLRT ini. Berdasarkan pernyataan diatas, perlu dilakukan tindakan sebagai upaya 

untuk mengetahui perkembangan  pelayanan publik di kabupaten Pasaman, dalam 

hal ini perlu diperhatikan apakah pemerintah daerah yakni Dinas Sosial sudah 

berperan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan kontribusi dalam 
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penyelenggaraan pemerintahan terkhusus dalam program pengentasan kemiskinan 

yakni SLRT, pengamatan perlu dilakukan untuk melihat upaya yang dilakukan 

melalui inovasi-inovasi yang telah diciptakan dalam pengembangan pelayanan 

sektor publik terkhusus pada program SLRT yang digagas oleh kementrian sosial 

RI tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Efektivitas Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 

Melalui Pelayanan Mobil Keliling Oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman ”. 

B. Identifikasi Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat di identifikasi masalah 

sebagai berikut :  

1) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan program 

SLRT Keliling. 

2) Sosialisasi penyelenggaraan program SLRT Keliling masih kurang. 

3) Jadwal kunjungan pelayanan program SLRT Keliling yang tidak teratur.  

4) Pemberhentian dukungan dana operasional dari Kementerian Sosial untuk 

operasional kelembagaan SLRT di kabupaten/kota pada tahun 2019. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka batasan masalah dalam 

penelitian ini dibatasi pada kajian  Efektivitas Program SLRT melalui pelayanan 

Mobil Keliling oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. 
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D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis ingin mengetahui hal 

berikut ini : 

1) Bagaimana Efektivitas Program SLRT melalui Pelayanan Mobil Keliling oleh 

Dinas Sosial Kabupaten Pasaman? 

2) Apasaja kendala dalam Efektivitas Program SLRT melalui Pelayanan Mobil 

Keliling oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman? 

 

E. Tujuan Penelitian 

     Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui efektivitas program SLRT melalui pelayanan Mobil 

Keliling oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. 

2) Untuk mengetahui kendala dalam efektivitas program SLRT melalui 

Pelayanan Mobil Keliling oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman. 

F. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait 

antara lain dapat digunakan : 

1) Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu administrasi negara khususnya 

mata kuliah , pelayanan publik, dan budaya organisasi. 
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2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Dinas terkait dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

evaluasi kinerja program terkait sebagai wujud dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

b) Bagi peneliti yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. 

c) Bagi riset selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai 

acuan yang dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pemikiran serta 

referensi untuk penelitian di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

A. Kajian Teoritis 

     1. Konsep Efektivitas 

         a.  Pengertian Efektivitas 

 Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective yang berarti berhasil, sesuatu 

yang dilakukan atau dikerjakan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan 

pemanfaatan dari sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 

secara sadar ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari 

kegiatan yang dijalankannya  (Siagian, 2001:24). Sedangkan menurut  (Steers, 

2019:6) menyebutkan bahwa efektivitas ialah dinilai berdasarkan ukuran seberapa 

jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak di capai. Kemudian 

menurut (Zaidan, 2015:90) efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan 

tujuan tertentu yang ingin dicapai.   

 Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dilakukan oleh sebuah organisasi 

dalam pencapaian sebuah tujuan, dikatakan efektif apabila telah terpenuhi target 

yang ingin dicapai baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Gitosudarmo 

mengemukkakan konsep efektivitas didasarkan pada teori sistem dan dimensi 

waktu. Berdasarkan teori sistem bahwa efektivitas organisasi harus dapat 

menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output proses juga harus mampu 

menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi dan 

lingkungan yang lebih luas. Sedangkan berdasarkan dimensi waktu bahwa 

organisasi diartikan sebagai suatu elemen dari sistem yang lebih besar 

(lingkungan) dengan melalui berbagai waktu dalam mengambil sumber daya, 
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terus memprosesnya, dan akhirnya menjadi barang jadi yang akan dikembalikan 

pada lingkungannya (Sutrisno, 2011:143). 

 Menurut Ricard M. Steers (Steers, 2019:207-209) efektivitas digolongkan 

dalam tiga model, sebagai berikut :  

1) Model optimasi tujuan 

 Penggunaan optimasi tujuan terhadap efektivitas organisasi memungkinkan 

diakuinya bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. 

Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan dari organisasi tertentu harus 

ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan organisasi. 

2) Prespektif Sistem  

 Memusatkan perhatiannya pada hubungan antara komponen-komponen yang 

berbeda baik didalam maupun yang berada diluar organisasi. Dimana  komponen 

ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan organisasi. Jadi model ini 

memusatkan perhatiannya pada hubungan sosial organisasi lingkungan.  

3) Tekanan pada perilaku 

 Model ini menyebutkan bahwa, efektivitas organisasi dilihat dari hubungan 

antara apa yang diinginkan para pekerja dengan yang diinginkan oleh organisasi. 

Jika keduanya relatif homogen, kemungkinan untuk meningkatkan prestasi 

keseluruhan organisasi sangat besar. 

 Sementara itu, Gibson mengatakan kajian mengenai efektivitas harus dimulai 

dari yang paling mendasar yang terletak pada hal berikut, 

1) Efektivitas individu yaitu tingkat pencapaian hasil pada kerja individu 

organisasi. 
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2) Efektivitas kelompok yaitu tingat pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh 

sekelopok anggota organisasi. 

3) Efektivitas organisasi yaitu merupakan kontribusi hasil kerja dari tiap-tiap 

individu maupun kelompok ataupun tim yang saling sinergis (Zaidan, 

2015:189-190). 

 Pendekatan yang digunakan dalam pengukuran terhadap sebuah konsep 

efektivitas terdapat dua pendekatan sebagaimana yang diungkapkan (Steers, 

2019:45-50) yaitu sebagai berikut, 

1) Pendekatan Univariasi, dimana efektivitas diukur melalui sudut pandang 

terpenuhinya beberapa kriteria akhir, dimana kerangka acuannya berdimensi 

tunggal dengan memusatkan perhatian kepada salah satu dimensi atau kriteria 

yang bersifat evaluatif. 

2) Pendekatan Multivariasi, yakni konsep efektivitas melalui sudut pandang 

terpenuhinya ukuran-ukuran berdimensi ganda dan memakai kriteria tersebut 

secara serempak. 

     Jadi, dari berbagai macam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas 

dapat disimpulkan bahwa efektivitas mendominasi pada tercapainya suatu tujuan 

yang ada pada suatu organisasi. Jadi sebuah organisasi dapat dikatakan efektif 

dalam pengembangannya apabila suatu organisasi tersebut mampu mencapai 

berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi itu sendiri.  
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b. Indikator Efektivias Program 

Dalam suatu proses implementasi, birokrasi pemerintah akan 

menginterpretasikan kebijakan menjadi sebuah program. Jadi, suatu program 

dapat dipandang sebagai kibijakan birokratis, karena dirumuskan oleh birokrasi 

dan oleh karena itu tentunya juga membawa kepentingan birokrat. Program adalah 

kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh 

satu atau beberapa organisai pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan 

masyarakat atau juga merupakan partisipasi aktif dari masyarakat guna mencapai 

sasaran, tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara 

untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan 

membandingkan tujuan program dengan output program, Sementara itu pendapat 

peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk  menentukan efektivitas 

program. Suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut, 

diantaranya: tujuan yang dirumuskan secara jelas; Penentuan peralatan yang 

terbaik untuk mencapai tujuan tersebut; Suatu kerangka kebijaksanaan yang 

konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program 

seefektif mungkin; Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan 

keuntungan- keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut; 

Hubungan dalam kegiatan lain usaha pembangunan dan program pembangunan 

lainnya; Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, 

pembiayaan,   dan   lain-lain   untuk   melaksanakan   program   tersebut. Dengan 

demikian, dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang 
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sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari 

masyarakat. Dengan beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat dapat 

disimpulkan bahwa program adalah serangkaian tindakan atau aktivitas untuk 

dapat melaksanakan sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan. 

Ada bermacam-macam indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk 

mengukur efektivitas. Pada penelitian ini, indikator yang penulis gunakan untuk 

mengukur efektivitas program SLRT melalui pelayanan mobil keliling adalah 

menurut Sondang P. Siagian (Siagian, 2001:32-35) terdapat delapan indikator 

untuk mengukur efektivitas, sebagai berikut. 

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Proses pencapaian tujuan akan lebih 

lancar, tertib, dan efektif apabila dalam sanubari para anggota organisasi telah 

tertanam kesadaran dan keyakinan yang mendalam bahwa tercapainya tujuan 

organisasi pada dasarnya berarti tercapai pula tujuan-tujuan mereka pribadi. 

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, 

dapat diketahui bahwa strategi adalah “jalan” yang diikuti dalam melakukan 

berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para 

implementor tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

3) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap. Hal ini berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya 

kebijakan harus mampu menjebatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha 

pelaksanaan kegiatan operasional. 

4) Kemampuan untuk merumuskan perencanaan yang matang, dimana efektivitas 

dilihat dari sejauh mana organisasi itu mampu untuk: (a) memperkirakan 
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keadaan yang dihadapi; (b) mengambil keputusan dalam menghadapi masa 

depan yang tidak pasti; (c) meningkatkan unsur orientasi masa depan; (d) 

menghitungkan faktor pembatas yang diduga akan dihadapi dalam berbagai 

sendi kehidupan organisasi; dan (e) memperhitungkan situasi lingkungan yang 

akan timbul. 

5) Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik perlu dijabarkan 

dalam program-program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak maka 

pelaksanaan tidak atau kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 

6) Tersedianya sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, 

salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara 

produktif. 

7) Pelaksanaan tugas secara efektif dan efesien. Tujuan yang jelas, strategi yang 

tepat, proses yang efektif, matangnya rencana, tepatnya penjabaran rencana 

dalam program dan kemampuan memanfaatkan sarana dan prasarana yang 

terbatas masih harus dicerminkan oleh kegiatan operasional yang efektif dan 

efesien. 

8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, dengan ciri-ciri, 

yaitu (a) pengawasan dan pengendalian lebih menekankan pada usaha yang 

bersifat  prefentif ketimbang yang bersifat represif; (b) pengawasan dan 

pengendalian tidak mencari “siapa yang salah” tapi hal-hal yang perlu 

disempurnakan dalam sistem kerja organisasi; (c) jika terjadi penyimpangan, 

tindakan korektif yang hendak dilakukan seharusnya bersifat edukatif dan 

sepanjang masih dapat dipertanggungjawabkan; (d) objektifitas dalam 
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melakukan setiap pengawasan dan pengendalian hanya dapat dipertahankan 

apabila standar, prosedur kerja, dan kriteria prestasi jelas diketahui baik oleh 

yang diawasi maupun yang diawasi; dan (e) pengawasan dan pengendalian 

yang bersifat edukatif fan obyektif tidak berarti bahwa tindakan indisipliner 

tidak diambil tindakan. 

Menurut Sudarwan Danim (Sudarwan, 2004:119-120) untuk mengukur 

efektivitas pada suatu organisasi adalah sebagai berikut:   

1) Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan,  

artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, 

program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) 

antara masukan (input) dengan keluaran (output).  

2) Tingkat kepuasan yang diperoleh,  

artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah 

atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).  

3) Produk kreatif,  

artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, 

yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.  

4)  Intensitas yang akan dicapai, 

artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, 

dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. 

Menurut Sutrisno Edy (Sutrisno, 2011:149-150) memiliki pemikiran yang lebih 

sederhana tentang indikator efektivitas suatu program. Adapun indikator 

efektivitas  adalah sebagai berikut: 
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1) Produksi (production)  

 Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk 

memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan permintaan lingkungannya. 

2) Efisiensi ( efficiency)  

 Agar organisasi bisa survival perlu memperhatikan efisiensi. Efisiensi diartikan 

sebagai perbandingan (ratio) antara keluaran dengan masukan. 

3) Kepuasan (satisfaction)  

 Banyak manajer berorientasi pada sikap untuk dapat menunjukkan sampai 

berapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan para karyawannya, sehingga 

mereka merasakan kepuasaannya dalam bekerja. 

4) Adaptasi (adaptiveness)  

 Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi mampu 

menterjemahkan perubahan-perubahan intern dan ektern yang ada, kemudian akan 

ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. 

5) Perkembangan (development)  

 Perkembangan merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup terus 

(survive) dalam jangka panjang. Untuk itu organisasi harus mampu memperluas 

kemampuannya, sehingga mampu berkembang dengan baik dan sekaligus akan 

dapat melewati fase kelangsungan hidupnya. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program 

     Dalam mengukur efektivitas suatu program pasti ditemukan beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi efektivitas. (Steers, 2019:209-216) meyatakan bahwa 
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terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas, yang dapat dilihat dari 

empat kelompok,yaitu:  

1) Ciri organisasi 

Ciri organisasi yang berpengaruh terhadap efektivitas yaitu struktur dan 

teknologi organisasi. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya 

produktivitas dan efisiensi merupakan hasil dari meningktnya spesialisasi fungsi, 

ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi. 

Sedangkan teknologi itu berinteraksi dengan struktur dalam pengaruhnya terhadap 

keberhasilan organisasi. 

2) Ciri lingkungan 

 Lingkungan luar dan lingkungan dalam organisasi juga berpengaruh terhadap 

efektivitas organisasi. Organisasi harus dapat memonitor perubahan lingkungan 

secara terus menerus dan menyesuaikan desain, teknologi, sasaran, dan perilaku 

organisasi untuk menanggapi perubahan – perubahan itu.  

3) Ciri pekerja 

Para anggota organisasi merupakan faktor yang berpengaruh paling penting 

terhadap efektivitas organisasi, karena perilaku merekalah yang akan 

memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Kesadaran akan sifat 

perbedaan pribadi yang terdapat diantara para pekerja sangat penting, karena 

pekerja yang berbeda memberikan tanggapan dengan cara yang berbeda pula atas 

usaha – usaha manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. 
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4) Kebijakan praktek manajemen 

Ada beberapa mekanisme khusus yang dilakukan para manajer untuk 

meningkatkan efektivitas organisasi. Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan 

strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan 

lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan 

keputusan, adaptasi dan inovasi organisasi. 

(Samsudin, Kusuma, & Djaya, 2014:2) mengatakan ada beberapa faktor yang 

mepengaruhi efektifivitas suatu program, antara lain : 

a) Kualitas SDM. 

kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, 

kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia. Berdasarkan 

hal tersebut, kualitas merupakan sesuatu yang dapat disempurnakan . 

b) Kompetensi Administator. 

menjelaskan bahwa kompetensi atau kemampuan adalah kapasitas individu 

untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Yang dapat 

dibedakan menjadi, 

1) Kemampuan Intelektual adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

yang didasarkan pada tingkat pendidikan formal dan pendidikan kedinasan 

lainnya. 

2) Kemampuan fisik adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang 

kurang menuntut keterampilan misalnya, pekerjaan yang keberhasilannya 

menuntut stamina kecekatan tangan, kekuataan atau bakat serupa 

manajemen untuk mengenali kapabilitas fisik seorang karyawan. 
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Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kemampuan 

intelektual itu dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pengetahuan 

seseorang, sedangkan kemampuan fisik yakni yang berkaitan dengan skill 

atau keterampilan kerja seseorang. 

c)  Sarana prasarana. 

     Sarana penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian 

sarana dan prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya 

proses suatu program. Faktor sarana dan prasarana di artikan sebagai peralatan 

penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana 

digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas 

pemerintah. 

d) Pengawasan. 

Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses 

kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas 

dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, 

instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Manullang dalam 

(Samsudin et al., 2014:77) memandang pengawasan adalah proses menetapkan 

pekerjaan yang sudah dilakukan, menilainya dan mengoreksinya dengan maksud 

supaya pelaksaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. 
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3. Kendala dalam Efektivitas Program 

     Kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu 

sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Gow 

dan Mors dalam ( Pasolong,2010) kendala dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu 

kendala internal dan kendala eksternal. 

a. Kendala Internal (Internal Constraint) 

Adalah faktor-faktor yang membatasi organisasi dan sistem yang berasal dari 

dalam organisasi itu sendiri meliputi, sarana prasarana, kualiatas sumber daya 

manusia, serta teknologi. 

1) Sarana dan prasarana  

Sarana dan prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan 

terselenggaranya suatu program. Faktor sarana dan prasarana diartikan sebagai 

peralatan penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini 

sarana digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas 

pemerintah. 

2) Kualitas Sumber Daya Manusia  

Kualitas SDM yang dimaksud disini adalah kemampuan administrator dalam 

cepat tanggap akan hal yang terjadi di lapangan. Kesiapsiagaan merupakan kunci 

dari tindakan yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian dengan menggunakan 

kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, 

kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia. Berdasarkan 

hal tersebut, kualitas merupakan sesuatu yang dapat disempurnakan. 
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3) Teknologi 

Yang dimaksud dengan teknologi ternyata terdapat bermacam-macam 

pendapat, dalam arti luas yang dimaksud dengan teknologi adalah perbuatan, 

pengetahuan, teknik dan peralatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi 

output, barang atau jasa. Teknologi yang semakin maju dan canggih tentunya 

sangat membantu para administrator dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan 

ataupun penerapan teknologi dalam pekerjaan akan mempermudah para 

administrator dalam menyelesaikan tugas-tugasnya  dan juga pekerjaan akan lebih 

efektif dan efesien, tentunya untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung oleh 

kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya . 

4) Sumber Daya Anggaran 

Anggaran merupakan suatu gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya 

yang dimiliki untuk mrempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan untuk 

bekerja dengan konsisten, efektif dan efesien dalam kondisi kesesuaian tujuan. 

 

b. Kendala Eksternal (External Constraint) 

Adalah faktor-faktor yang membatasi organisasi yakni yang berasal dari luar 

organisasi atau luar sistem, diantaranya komunikasi, masyarakat selaku penerima 

manfaat layanan/program, OPD terkait yang bekerja sama, dan lain sebagainya. 

1) Komunikasi  

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi program dari pembuat 

kebijakan/program kepada pelaksana program, atau disebut juga sosialisasi 

program. Komunikasi memiliki beberapa dimensi antara lain dimensi transmisi, 
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kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transmisi menghendaki agar 

kebijakan/program dapat di transformasikan kepada para pelaksana, kelompok 

sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan/program. Dimensi kejelasan 

menghendaki komunikasi kebijakan tersebut harus jelas agar pelaksanaanya dapat 

sesuai dengan makna pesan awal. Selanjutnya, dimensi konsistensi menghendaki 

pelaksanaan suatu kebijakan harus konsisten dan jelas agar tercapainya 

kebijakan/program yang efektif. 

2) Masyarakat Penerima Manfaat/Kelompok Sasaran 

Merupakan masyarakat yang termasuk kedalam kategori-kotegori yang telah 

ditentukan oleh sebuah program untuk menerima manfaat dari program tersebut. 

Partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat dari sebuah program tentu sangat 

mempengaruhi jalan atau tidaknya suatu program tersebut. 

3) Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan 

untuk publik, baik itu langsung maupun tidak langsung yang tercermin pada 

berbagai dimensi kehidupan publik. 

 

Menurut Edward III (dalam (Arinda, Suryadi, & Adiono, 2014)) beliau 

mengatakan bahwa terdapat empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu program. Empat faktor atau 

variabel tersebut antara lain: 

a. Komunikasi 
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Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari 

pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi memiliki beberapa 

dimensi antara lain dimensi transformasi, kejelasan, dan konsistensi. 

b. Sumber daya 

Sumber daya merupakan pendukung untuk melaksanakan suatu kebijakan, 

terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya 

peralatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang 

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Namun, jika 

sumber daya anggaran terbatas dapat menyebabkan kualitas pelayanan pada 

publik juga terbatas. Sedangkan sumber daya peralatan merupakan sarana yang 

digunakan untuk operasionalisasi pelaksanaan suatu kebijakan. 

c. Disposisi 

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku 

kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa 

yang jadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. 

d. Stuktur birokrasi 

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, 

pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam 

organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi luar dan sebagainya. 
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4. Konsep Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 

a. Pengertian Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 

Berdasarkan pasal 1 ayat 16 (Peraturan Bupati No.45 tahun 2018 tentang 

Sistem Layanan rujukan terpadu (SLRT) Saiyo, n.d.), Sistem Layanan Rujukan 

Terpadu (SLRT) adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan 

keluhan masyarakat miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan 

kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di 

pusat dan di daerah. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan sistem 

pelayanan terpadu yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan dikelola dengan 

menggunakan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Sebagai garda 

terdepan pemberi layanan, lokasinya dekat dengan wilayah pemukiman; mereka 

akan menyebarkan informasi terkait program perlindungan sosial dan layanan 

ketenagakerjaan yang ada, serta proses pengajuan untuk setiap program 

perlindungan sosial maupun ketenagakerjaan. Sistem informasi manajemen 

memastikan berjalannya alur informasi yang baik antara Pemerintah Daerah 

(tingkat pelaksana) dengan Pemerintah Pusat dan tingkat Provinsi (tingkat 

kebijakan dan perencanaan (Schmitt & Dkk, 2014:19). 

Tujuan SLRT berdasarkan  (Peraturan Bupati No.45 tahun 2018 tentang 

Sistem Layanan rujukan terpadu (SLRT) Saiyo, n.d.) pasal 2 ayat 1 dan 2 adalah 

sebagai berikut: meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial 

untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Secara khusus tujuan 

yang akan dicapai diantaranya:  
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1) Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan terhadap 

multi-program/layanan; 

2) Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan 

maupun penyandang masalah sosial lainnya terhadap program-program 

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;  

3) Meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi 

layanan tersebut menjadi lebih responsif;  

4) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam “pemutakhiran” Daftar 

Penerima Manfaat secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk 

program-program perlindungan sosial di daerah;  

5) Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait 

layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;  

6) Meningkatkan kapasitas Pemerintah di semua tingkatan dalam 

mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan 

kemiskinan; dan  

7) Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran 

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak 

kepada masyarakat miskin dan rentan.  

Dalam membangun SLRT kondisi utama yang perlu tersedia diantaranya, tata 

kelola dan kesiapan Pemerintah Daerah; kerangka pendanaan baik dari APBD 

maupun sumber pendanaan alternatif lainnya; kemampuan dan kualitas sumber 

daya manusia; kondisi politik daerah; serta relasi dengan stakeholder lainnya. 
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Fungsi SLRT berdasarkan (Peraturan Bupati No.45 tahun 2018 tentang 

Sistem Layanan rujukan terpadu (SLRT) Saiyo, n.d.) Pasal 4 meliputi : 

1) Integrasi Layanan dan Informasi  

SLRT membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial yang dilakukan 

pemerintah pusat maupun daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi 

lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan. 

2) Identifikasi Keluhan, Rujukan dan Penanganan Keluhan  

SLRT mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan 

dan keluhan lainnya, terkait program-program perlindungan sosial dan 

penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan keluhan tersebut, SLRT merujuk 

rumah tangga/keluarga miskin dan rentan ke program-program yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu pengelola program di 

pusat, daerah dan desa untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti 

keluhan-keluhan tersebut.  

3) Pencatatan Kepesertaan dan Kebutuhan Program  

SLRT menginventarisir program-program perlindungan sosial, baik di tingkat 

pusat maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga 

miskin dan rentan dalam program-program perlindungan sosial dan 

penanggulangan kemiskinan yang ada. SLRT juga mencatat kebutuhan 

program dari rumah tangga/keluarga miskin yang paling sesuai dengan 

kebutuhan mereka. 
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4) Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat secara dinamis  

SLRT membantu melakukan pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat secara 

dinamis dan berkelanjutan di daerah. SLRT juga dapat menjadi sarana bagi 

masyarakat untuk mengakses program layanan sosial secara mandiri yang 

difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat. 

Kemudian menurut (Schmitt & Dkk, 2014:22-23) Sistem Rujukan Terpadu 

(SRT) memliki 6 (Enam) fungsi: 

1) Menyebarkan informasi terkait program-program yang ada; 

2) Mengembangkan dan mengelola sistem basis data terpadu tentang penerima 

manfaat dan program; 

3) Mencocokkan penerima manfaat dengan program yang dibutuhkan dan 

memfasilitasi proses pendaftaran; 

4) Membentuk dan menjalankan Call Centre; 

5) Memfasilitasi tagihan dan pembayaran iuran; 

6) Memfasilitasi pengaduan masyarakat dan penyelesaian pengaduan 

 Kelompok sasaran utama SLRT berdasarkan (Peraturan Bupati No.45 tahun 

2018 tentang Sistem Layanan rujukan terpadu (SLRT) Saiyo, n.d.) Pasal 3 adalah:  

1) Kelompok masyarakat miskin dan rentan (rumah tangga, keluarga, dan 

individu). Kelompok masyarakat miskin adalah orang-orang yang berada di 

bawah garis kemiskinan nasional. Kelompok rentan adalah orang-orang yang 

memiliki status sosial ekonomi 40% terbawah berdasarkan Data Terpadu 

(Daftar Penerima Manfaat).  
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2) Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan, termasuk penyandang 

disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, 

dan lain lain.  

 Program-program dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) melalui 

Pelayanan Mobil Keliling ini diantaranya, 

1) Kartu Indonesia Sehat (KIS)  

2) Kartu Indonesia Pintar (KIP) 

3) Beras Sejahtera (RASTRA) 

4) Disabilitas 

5) Asistensi Lanjut Usia 

6) Rumah Tidak Layak Huni 

7) Rekomendasi Aktivasi BPJS Kelas III 

8) Rekomendasi Biaya Hidup 

9) Rekomendasi Beasiswa 

10) Verifikasi dan Validasi Data BDT 

11) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

12) Program Keluarga Harapan (PKH) 

b. Dasar Hukum Pelaksananan Program SLRT 

Dasar hukum pelaksanaan program SLRT adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang No.11 Tahun  2009 tentang Kesejahteraan Sosial, 

2) Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial, 
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3) Peraturan Presiden No.96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan, 

4) Peraturan Menteri Sosial No.15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan 

Terpadu, 

5) Peraturan Daerah No.12 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, 

6) Peraturan Bupati No.45 tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu 

Saiyo. 

c. Masyarakat Miskin sebagai Penerima Manfaat SLRT 

Menurut KBBI, masyarakat  miskin adalah  masyarakat yang dalam keadaan  

dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti 

kebutuhan makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, pekerjaan, 

perumahan,air bersih dan sanitasi  dan kesehatan. 

Menurut (Rini & Sugiharti, 2016:20) penyebab utama kemiskinan mencakup 

tiga karakteristik yaitu karakteristik wilayah, masyarakat, serta rumah tanga dan 

individu. Karakteristik wilayah mecakup kerentanan terhadap banjir atau topan, 

keterpencilan, kualitas pemerintah, serta hak milik dan pelaksanaanya. Sementara 

karakteristik masyarakat mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik) 

dan layanan (pendidikan dan kesehatan), kedekatan pasar dan hubungan sosial. 

Lebih lanjut, kerakteristik rumah tangga dan individu dilihat dari aspek demografi 

(seperti jumlah anggota rumah tangga, struktur usia, rasio ketergantungan, dan 

gender), aspek ekonomi (seperti status pekerjaan, jam kerja, dan harta beda yang 

dimiliki), serta aspek sosial (seperti status kesehatan dan nutrisi, pendidikan, dan 

tempat tinggal). 
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Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, 

tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan 

bagi seseorang atau sekelompok orang  dalam menjalani kehidupan secara 

bermartabat. Menurut Tim Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 

(Sumedi & Dkk, 2015:13-44), permasalahan kemiskinan dapat dilihat dari 

beberapa aspek sebagai berikut : 

1) Kegagalan pemenuhan hak dasar terdiri dari : 

a) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan 

b) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan 

c) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan 

d) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusah. 

e) Terbatasnya akses perumahan dan sanitasi 

f) Terbatasnya akses terhadap air bersih 

g) Lemahnya kepastian kepemilihan dan penguasaan lahan 

h) Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam serta 

terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam 

i)  Lemahnya jaminan rasa aman 

j) Lemahnya pasrtisipasi 

2) Beban Kependudukan   

3) Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender 

4) Kesenjangan Antar Daerah 
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 Menurut (Zubaedi, 2014:104) berpendapat bahwa indikator umum 

kemiskinan dibagi dalam 9 titik penting yaitu: 

1) Berpenghasilan rendah yang diukur dari tingkat pengeluaran per orang per 

bulan berdasarkan data BPS. 

2) Ketergantungan pada bantuan pangan miskin (zakat, raskin, santunan sosial, 

atau kompensasi BBM) 

3) Keterbatasan kepemilikan pakaian bagi setiap anggota kelurga per tahun 

(hanya mampu memiliki pakaian satu pasang setiap orang pertahun). 

4) Tidak mampu membiayai pengobatan jika salah satu anggota keluarga sakit. 

5) Tidak mampu membiayai pendidikan 9 tahun. 

6) Tidak memiliki harta yang mampu dijual untuk membiayai kebutuhan hidup 

selama tiga bulan atau dua kali batas kemiskinan. 

7) Ada anggota keluarga yang meninggal dalam usia muda atau kurang dari 40 

tahun akibat tidak mampu mengobati penyakit sejak awal. 

8) Ada anggota keluarga usia 15 tahun ke atas yang buta aksara. 

9) Tinggal dirumah yang tidak layak huni atau bahkan tidak punya tempat tinggal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

5. Pelayanan Mobil Keliling Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)  

a. Pengertian Pelayanan Publik 

Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” dimana pelayanan 

merupakan serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat 

diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dan karyawan atau 

hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan (Mukarom, 

2015:80). Selanjutnya menurut Kotler dalam (Lijan & Dkk, 2008:4-5) pelayanan 
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adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan 

dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk 

secara fisik.  

Sementara itu, istilah publik juga berasal dari bahasa inggris public, yang 

berarti umum, masyarakat, negara . Sedangkan menurut Inu Kencana,dkk dalam 

(Lijan & Dkk, 2008:5) menyebutkan publik adalah Sejumlah manusia yang 

memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar 

dan baik berdasarkan nilai- nilai norma yang mereka miliki. Selanjutnya 

berdasarkan (Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, n.d.) 

disebutkan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Dengan demikian pelayanan publik adalah segala proses penyediaan 

kebutuhan seseorang/masyarakat baik itu berupa barang ataupun jasa yang 

diberikan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Pelayanan keliling yang dioperasikan melalui Mobil Keliling merupakan 

pelayanan publik dibidang administratif, yakni bergerak dalam pengurusan 

dokumen-dokumen penting untuk mendapatkan program-program pengentasan 

kemiskinan dari pemerintah, dimana untuk memberikan pelayanannya yakni 

dengan langsung mendatangi masyarakat atau istilah lainnya jemput bola ke 

masyarakat yang membutuhkan. Adapun tujuan dari Pelayanan layanan Mobil 

Keliling SLRT, yaitu sebagai berikut : 
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1) Perluasan jangkauan aduan dan keluhan dari masyarakat miskin dan rentan, 

2) Menyerap permasalahan yang ada ditengah masyarakat secara langsung, 

3) Efektivitas layanan, 

4) Efesiensi waktu. 

Penentuan lokasi layanan Mobil Keliling SLRT dilaksanakan berdasarkan pada 

hal-hal seperti, nagari-nagari yang jauh dari ibu kota kabupaten, banyaknya 

pengaduan dari fasilitator dilapangan, banyaknya kantong-kantong masyarakat 

miskin dan rentan, dan banyaknya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial). Sementara itu, untuk hal alur pelayanan SLRT Keliling ini sendiri yaitu, 

a) Masyarakat melakukan aduan kepada SLRT Keliling yang sedang memberikan 

pelayanan. 

b) Pencatatan data-data oleh petugas SLRT Keliling. 

c) Tinjauan lapangan oleh fasilitator (untuk hal yang bersifat emergency, dihari 

itu juga langsung ditinjau oleh fasilitator dan petugas SLRT Keliling). 

d) Rujukan ke pengelola program pusat maupun daerah. 

b. Tujuan Pelayanan Publik 

Menurut pasal 3 (Undang-undang No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, n.d.) menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik adalah sebagai berikut, 

a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, 

kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik;  

b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; 
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c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan  

d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik.  

 Dari uraian diatas terlihat bahwa tujuan pelayanan publik adalah untuk 

memberikan pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat selaku penerima 

manfaat. 

c. Unsur Pelayanan 

Menurut (Inu Kencana, 2011:75) mengatakan bahwa unsur pelayanan 

meliputi, waktunya semakin singkat, mutunya semakin baik, biayanya semakin 

murah,dijelaskan sebagai berikut: 

1) Waktu Pelayanan.  

Waktu pelayanan ditetapkan harus sederhana, jelas kapan selesainya, aman 

pengerjaannya, tepat waktu dan lancar prosesnya. Gazpers (1994) dalam (Inu 

Kencana, 2011) mengatakan bahwa, lama dan cepatnya waktu pelayanan 

ditentukan antara lain oleh penungguan publik terhadap penyelesaian pelayanan, 

kepraktisan proses pelayanan, kemudahan menjangkau setiap unit yang terkait, 

tersedianya informasi dan banyaknya petunjuk untuk masyarakat.  

2) Mutu Pelayanan.  

Mutu pelayanan ditentukan oleh adanya prosedur yang mapan, harus adanya 

tata cara yang umum, pertanggungjawaban pelayanan publik bila ada kendala, 

keadilan pelayanan secara merata,dan kesesuaian dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Gazpers (1994) dalam (Inu Kencana, 2011) mengatakan 
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bahwa, tinggi dan rendahnya mutu pelayanan ditentukan oleh kesopanan dan 

keramahan pelayanan publik, bebasnya dari kesalahan, kemampuan penanganan 

keluhan masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan umum.  

3) Biaya Pelayanan.  

Biaya pelayanan ditentukan oleh ada atau tidaknya efisiensi, pengeluaran 

masyarakat yang ekonomis, penyesuaian pembiayaan pelayaan dengan kondisi 

kemampuan masyarakat, syarat-syarat pelayanan yang jelas, proses yang 

transparan. Gasperz (1994) mengatakan bahwa, banyak dan sedikitnya biaya 

pelayanan ditentukan oleh kegunaan biaya itu sendiri, cara penetapan harga, 

perubahan harga yang jelas, target pasar, kemungkinan diskon, kemungkinan 

kupon berhadiah, kerincian tata cara pembayaran, serta keterbukaaan biaya yang 

jelas.  
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B. Kajian Penelitian yang Relavan 

Penelitian terdahulu yang relavan ini menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan 

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian yang 

terdahulu yang relavan berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang 

dilakukan penulis. 

a. Prayoga Bestari. 2016. Mobil Pajak Keliling Sebagai Solusi Sosialisasi Dan 

Upaya Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak (Aplikasi Konsep Good 

Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah). Jurnal Sosiohumaniora, 

Volume 18 No. 2 Juli 2016 : 166 – 176. 

Berdasarkan judul tersebut Prayoga Bestari membahas tentang pelaksanaan 

program pelayanan mobil pajak keliling dalam meningkatkan pemungutan pajak, 

sosialisasi program pelayanan mobil pajak keliling dalam meningkatkan 

pemungutan pajak, serta Kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi 

persoalan program pelayanan pajak dengan menggunakan mobil pajak keliling. 

Dimana didapatkan hasil bahwa, Pelaksanaan program layanan mobil pajak 

keliling ini masih kurang efektif keberadaanya dikarenakan jumlah layanan mobil 

pajak keliling masih sedikit jumlahnya. Sehingga program tersebut masih belum 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kondisi di lapangan memang masih 

banyak ditemukan keluhan dari masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan 

program layanan mobil pajak keliling yang diberikan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Jawa Barat khususnya pelayanan pajak. Keluhan tersebut muncul baik 
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dari interen maupun ekstern lembaga tersebut. Keluhan inetren bisa dari aparatur 

pemerintah yang melayani masyarakat dan fasilitas yang didapatkan oleh 

masyarakat. Sedangkan keluhan ekstern bisa dilihat dari akses wilayah yang 

dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan 

menginginkan kemudahan baik dari segi pelayanan maupun akses wilayah yang 

dapat dijangkau oleh masyarakat.  

Selanjutnya, berbagai informasi dan sosialisasi yang seharusnya disampaikan 

kepada masyarakat malah berjalan lambat atau bahkan tidak sampai kepada 

masyarakat. Masyarakat kadang tidak mengetahui pogram-program yang telah 

dan akan dilaksanakan. Keluhan selanjutnya adalah kurangnya akses dari program 

layanan tersebut. Solusi untuk meningkatkan pelayanan dan sosialisasi dengan 

menggunakan layanan mobil pajak keliling adalah adanaya layanan mobil pajak 

keliling yang terpadu atau satu pintu yang dapat memberikan jenis pelayanan 

seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

konsultasi pajak, Infromasi-informasi baru tentang peraturan dan program-

program yang akan dilaksanakan. Adanya layanan pajak terpadu tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pemungutan pajak sehingga dapat 

meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat, 

sehingga Jawa Barat dapat dijadikan sebagai Provinsi pilot project untuk 

pengembangan program-program komunikasi, informasi, media massa dan 

pemanfaatan teknologi informasi yang modern. 
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b. Sanditya Novia Nilasari. 2009. Efektifitas Layanan Perpustakaan Keliling Di 

Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah Kota Semarang. Skripsi Universitas 

Diponegoro.  

 Berdasarkan judul tersebut Sanditya Novia Nilasari membahas mengenai 

efektivitas layanan perpustakaan keliling dimana dia ingin mengetahui bagaimana 

proses layanan perpustakaan keliling yang di selenggarakan oleh perpustakaan 

umum dan daerah kota semarang. Maka didapatkan hasil bahwa efektifitas 

layanan perpustakan keliling di Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota 

Semarang tergolong pada kategori sedang, yang menunjukkan bahwa kepuasan 

pengguna perpustakaan keliling dapat terpenuhi walaupun tidak pada tingkat yang 

sangat maksimal. Sebagai saran, untuk perpustakaan umum dan arsip daerah kota 

semarang lebih memberikan dukungan untuk perpustakaan keliling khususnya 

dalam hal penambahan jumlah koleksi dan juga waktu jam kunjung yang lebih 

lama. 

c. Zulfahmi Syahputra. 2018. Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan 

Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Ujung 

Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan 

Hilir). Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. 

Berdasarkan judul tersebut Zulfahmi membahas mengenai efektivitas 

pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir, 

antusias masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas terhadap sidang keliling di 

Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir, dan terpenuhi atau tidaknya 
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penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan adanya sidang keliling 

di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Rokan Hilir tersebut.  

Dimana didapatkan hasil bahwa Pelaksanaan sidang keliling yang 

dilaksanakan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di daerah Kabupaten Pasir Limau 

Kapas Kecamatan Rokan Hilir secara umum tergolong efektif. Sidang keliling 

tersebut efektif dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh 

perjalanan bagi para pihak berperkara. Sedangkan dalam teknis persidangan, 

terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat penerapan hukum acara. 

Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kurang maksimalnya tahapan-

tahapan persidangan seperti jawab menjawab dan pembuktian yang merupakan 

tahap yang penting bagi hakim untuk merumuskan masalah dan menemukan 

hukum (rechtsvinding) demi menghasilkan putusan yang berkualitas yang 

memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga 

tenggang waktu pemanggilan para pihak dan saksi juga menyebabkan sidang 

diselesaikan hingga malam hari. 

 Selanjutnya Faktor pendukung pelaksanaan sidang keliling Pengadilan 

Agama Ujung Tanjung yaitu pelayanan prima yang diberikan tim pelaksana 

sidang keliling baik majelis hakim, panitia maupun petugas yang lain, kerjasama 

yang baik antara pihak Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Kepala KUA 

dan staf Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dalam penyediaan 

ruang sidang dan perlengkapannya dan ketertiban para pihak berperkara dalam 

mengikuti persidangan. Dengan begitu masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas 

sangat antusias dengan adanya layanan sidang keliling ini, karena mempermudah 
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masyarakat dalam menyelesaikan perkara terutama perkara keluarga. Terlebih lagi 

bertambahnya perkara yang masuk pada saat diadakan sidang keliling yakni dari 

11 perkara mulai awal sidang keliling 2010, dan pada tahun 2017 menjadi 39 

perkara. Dengan adanya sidang keliling yang dilaksana Pengadilan Agama Ujung 

Tanjung, asas sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi yang mana sesuai 

dengan misi Pegadilan Agama Ujung Tanjung yaitu “Mewujudkan peradilan yang 

sederhana, biaya ringan, cepat dan transparan”. 

 

 

C. Kerangka Konseptual 

(Ahmad, 2015:87) mengatakan bahwa, kerangka konseptual merupakan 

uraian yang menjelaskan konsep-konsep apa saja yang terkandung di dalam 

asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabtraksikan unsur-unsur yang 

terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan di 

antara konsep-konsep tersebut. Dalam penelitian tentang efektivitas program 

sistem layanan rujukan terpadu melalui penyediaan mobil keliling oleh dinas 

sosial kabupaten pasaman, agar dapat mempermudah pemahaman peneliti 

membuat kerangka konseptual yang disajikan pada bagan di bawah ini. 
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Gambar 2.1 kerangka konseptual penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang 

Efektivitas Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) melalui pelayanan 

Mobil Keliling oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) melalui Pelayanan Mobil 

Keliling ini dapat dikataan belum efektif, hal ini dikarenakan, ketersediaan dari 

sarana dan prasarana penyelenggaraan program SLRT Keliling yang belum 

memadai,seperti mobil pelayanan keliling yang masih berjumlah satu unit dan 

bukan jenis mobil khusus pelayanan melainkan mobil dinas yang dijadikan 

mobil keliling yang tentunya kapasitasnya tidak sesuai untuk pelayanan 

keliling untuk mengunjungi daerah pasaman yang terpencil dan terpelosok, 

selanjutnya sarana dan prasarana berupa tablet atau pc untuk para fasilitator 

yang tidak kunjung diberikan, kemudian mengenai sosialisasi program SLRT 

Keliling yang belum maksimal, dimana masih terdapat masyarakat penerima 

manfaat yang belum mengetahui akan adanya program tersebut, serta sistem 

pengawasan dan pengendalian yang belum berjalan maksimal, berupa tidak 

adanya tim khusus yang turun kelapangan untuk memantau serta mengawasi 

jalannya program SLRT Keliling ini, yang ada hanya tim TKPKD dari 

Bappeda yang turun memantau itupun hanya untuk beberapa Puskesos yang 

ada di Kabupaten Pasaman. 

2. Kendala dalam mengefektifkan Program Sitem Layanan Rujukan Terpadu 

(SLRT) melalui Pelayanan Mobil Keliling oleh Dinas Sosial Kabupaten 
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Pasaman, pertama berasal dari internal yang berupa, kurang memadainya 

sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan SLRT Keliling serta 

terbatasnya pembiayaan operasional program. Selanjutnya yang kedua, dari 

eksternal berupa komunikasi yang kurang lancar dalam pelaksanaan SLRT 

Keliling dan kelompok sasaran yang mengalami kecemburuan sosial. 

 

B. Saran 

1. Lebih meningkatkan dan menggalakkan sosialisasi mengenai program SLRT 

keliling ini, agar tidak ada lagi masyarakat penerima manfaat (DPT) yang tidak 

mengetahui akan keberadaan program tersebut. 

2. Membuat tim khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan ataupun 

monitoring setelah program dilaksanakan agar bisa melakukan evaluasi 

program dengan baik dan untuk keberlanjutan program kedepannya. 

3. Mengoptimalkan penyediaan dan penggunaan dana operasional program SLRT 

Keliling, baik itu untuk pemenuhan sarana dan prasarana maupun hal lainnya. 
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